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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap di Kabupaten
Katingan tahun 2018, Pelaksanaannya masih belum optimal, seharusnya pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 paling tidak
memperhattkan 5 (lima) hal penting yaitu :
1) Penentuan Lokasi

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 secara garis besar disebutkan bahwa
pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten
dan kelurahan demi kelurahan di witayah perkotaan meliputi semua bidang tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Kata kunci nya adalah desa demi desa
kelurahan demi kelurahan. Dalam menentukan lokasi kegiatan PTSL ini artinya
harus sudah jelas batas desa’kelurahannya aninya untuk melaksanakan kegiatan
tersebut ruang atau batas suatu desa‘kelurahan harus sudah ada kesepakatan batas
antar desa/kelurahan dan tentunya telah ada penetapan batas desa/kelurahan dari
Kepala Daerah setempat.
2) Faktor Obyek

Dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) Permen ATR/BPN Nomor : 6 Tahun 2018
disebutkan :

(1). PTSL meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia.

(2). Obyek PTSL sebagaimana pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah

tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya

maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka perbaikan kualitas
data pendaftaran tanah.
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(3). Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah
yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya
dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.,

Kata kuncinya dalah seluruh bidang tanah dan kejelasan batas Bidang Tanah.
3) Faktor Subyek

Subyek PTSL adalah peserta kegiatan PTSL bisa berupa Perorangan, Badan
FHukum, dan Pemerintah. Kejelasan Subyek ini sangat berhubungan erat dengan
kejelasan Obyek PTSL, hal ini terkait dengan kejelasan Batas bidang tanah yang
termasuk di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL. Selain kaitannya
dengan kejelasan Obyek, pemahaman subyek PTSL tentang PTSL itu sendiri sangat
penting, agar tidak terjﬁdinya perbedaan persepsi tentang pengertian, tujuan,

prosedur, serta hasil dari pelaksanaan PTSL itu sendiri.

4} Faktor Pelaksana PTSL

Setelah lokasi PTSL ditetapkan olch Kepala Kantor Pertanahan, Kepala
Kantor Pertanahan wajib menyiapkan scmua kebutuhan pendukung Pelaksanaan
PTSL, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (10) dan (11) Permen ATR/BPN No. 6
tahun 2018 :

Pasal (9). Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan
kegiatan PTSL dengan menyiapkan :

a. Sarana dan Prasarana pelaksanaan Kegiatan PTSL;

b. Sumber Daya Manusia;

¢. Kebutuhan transportasi;

d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya;

e. Alokasi anggaran.

Pasal (10)

Ayat (1). Setelah jokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan
menyampaikan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau
peta foto.

Ayat (2). Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor
Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja,

Ayat (3). Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memuat
pemetaan bidang-bidang tanah tanah yang sudah terdaftar haknya.
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Ayat (4). Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau
sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-
bidang tanab tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil
pengukuran bidang tanah secara sistematis.

5) Pembiayaan PTSL
Dalam Permen ATR/BPN Nomor : 6 Tahun 2018 sangat jelas disampaikan
tentang sumber sumber pembiayaan PTSL, hal ini sebutkan dalam pasal 40 peraturan
ini sebagai berikut :
Pasal 40 ayat (1). Sumber Pembiayaan PTSL dapat berasal dari :
a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian,
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi,
Kabupaten/Kota;
c¢. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta;
d. Dana Masyarakat mclalui Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. Pcnerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan
hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme anggaran
pendapatan dan belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan
Pajak.
Pasal 40 ayat (2). Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal darn kerjasama dengan pihak
lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai
denpan ketentuan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan PTSL sesuai aturan ini tidak diatur pembiayaan persiapan
PTSL atau kegiatan sebelum dilaksanakannya PTSL, pembiayaan kegiatan sebelum
pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa/kelurahan, yang mana
pembiayaannya diatur sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor
: 580-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan

Pendaftaran Tanah Sistematis. Keputusan bersama Menteri ini ditindak lanjuti

dengan Peraturan Bupati/Walikota disetiap daerah. Dimana di Kabupaten Katingan
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telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018
tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kepiatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.

A.l. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di
Kelurahan Kasongan Baru,

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sesuvai dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018,
secara umum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) Tahapan, yaitu :

1. Tahap Pelaksanaan;

-3

. Tahap Penyelesaian Kegiatan;

. Tahap Pclaporan Hasil Pelaksanaan;

-2
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Perencanaan

Penetapan Lokasi

Persiapan

Pembentukan Panitia Ajudikasi
dan Satuan Tugas

Penyuluhan

Pelaksanaan

Pengumpulan Data fisik dan Data
Yuridis

Penelitian data Yuridis dan
Pembuktian Hak

Pengumuman Data Fisik dan
Yuridis serta pengesahannya

Penegasan Konversi, pengakuan
Hak, Pemberian Hak

Pembukuan Hak

Penyelesaian Kegiatan

Penerbitan Sertipikat

Pendokumentasian dan
Penyerahan Hasil

Pelaporan

Gambar 4.1. Pengelompokan Tabhapan PTSL
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A,l.l. Tahap Pelaksanaan.
Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibagi
dalam beberapa Tahapan yaitu :
1. Perencanaan.;
2. Penetapan l.okasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis;
7. Penelitian Data Yuridis dan Pembuktian Hak;

8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya.

Pada tahapan Pelaksanaan ini kepiatan yang harus kegiatan vyang
dilaksanakan adalah sehagai berikut ;
a. Analisis Lokasi Desa/Kelurahan;

Sebelum menetapkan suatu desa/kelurahan sebagai lokasi PTSL, harus
dilakukan analisis mengenai kondisi Infrastruktur Penunjang Pengukuran dan
Pemetaan bidang tanah, antara lain :

1. Jumlah bidang Tanah yang sudah terdaftar atau bersertipikat di suatu
Desa/Kelurahan;

2. Jumlah Bidang Tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan dalam
Peta Pendaftaran Tanah;

3. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi;

4. Ketersediaan Peta Batas Administrasi suatu desa/kelurahan;
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5. Peta Fungsi Kawasan Hutan dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
6025/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Jo
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 23 November 2018)

6. Peia Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru dari Kementrian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : 6559/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/12/2017
Tanggal 4 Desember 2017 Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : 3588/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/5/2018
Tangpal 28 Mei 2018 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan [idup
dan Kehutanan Nomor : 8599/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/12/2018
Tanggal 28 Apustus 2018 jo Surat Keputusan Menten Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 7099/ MENLHK-PKTL/IPSHI)Y/PLA.1/8/2019 Tanpgal
28 Agustus 2019.

6 (enam) data di atas diolch mejadi Peta Kerja yang akan menjadi
Lampiran dari Surat Keputusan Penctapan Lokasi PTSL yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan. Dari Peta Kerja tersebut diharapakan akan diperoleh
gambaran lokasi atau areal yang dapat dilaksanakan Kegiatan PTSL, karena
Lokasi yanp ditetapkan sebagai Lokasi PTSL haruslah Lokasi yang Clear dan
Clean {Diluar Kawasan Hutan dan Area! yang masuk dalam Peta Indikatif

Penundaan [jin Baru).
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Tabel 4.1.
Analisis Lokasi PTSL Kelurahan Kasongan Baru Tahun 2018,

No. Asfek Spasial Keterangan

1. Ketersediaan Citra Satelit Resolusi [ Pada lokasi Kelurahan Baru, saat
Tinggi (CSRT) ini tidak terdapat Citra Satelit
Resolusi Tinggi (CSRT), Untuk
membantu  Proses pemetaan di
Kelurahan Kasongan Baru saat ini
hanya memanfaatkan Citra yang
) berasal dan Aplikasi SAS Planet.

2. | Kondisi Tanah Terdaftar Tanah Terdaftar yang berada di
Kelurahan Kasongan Baru adalah
sejumlah 1.210 Bidang (Buku
Tanah Aktif), dengan perincian :

1. Hak Milik :1.178 Bidang.

2. HGB : 1 Bidang.

3. Hak Pakai :31 Bidang.
Dengan Luas : 279,02 Ha

3. | Fungsi Kawasan Hutan sesuai Dari  luas wilayah kelurahan
Surat Keputusan Menteri Kasongan Baru, terdapat
Lingkungan Hidup dan Kehutanan penguasaan Tanah oleh masyarakat
Nomor @ 6025/MENLHK yang masuk dalam Kawasan hutan,
PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 dari  Juas Wilayah Kelurahan
Tanggal 7 November 2017 Jo Kasongan Bam + 6.871,9 Ha ,
SK Menteri Kehutanan Nomor : Hanya 3.142,4 Ha (45.7%) yang
8108/MenLHK- merupakan Non Kawasan [Hutan
PTKL/KUH/PLA 2/11/2018 {APL)

4, i Kualitas Data Geo KKP di Kantor | Dari keseluruhan Buku Tanah yang
Pertanahan Kabupaten Katingan. sudah terentri (Aktif dan Tidak
Aktif) yaitu : 1.210 Buku Tanah
77,16 % sudah terpetakan, dengan
perincian :

KW1 :915

KW2 : 31

KW3: -

Kwd: 2

KW5: 42

KW6 : 220

5. | PIPPIB (Penundaan Ijin Baru pada | Tidak terdapat Lokasi yang masuk
Lahan Gambut) Peta Indikatif Penundaan [jin Baru
Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 74/KEP-

100.2/62.06/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018, Kelurahan Kasongan Baru adalah salah
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Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sumber daya manusianya dan

sarana prasarana cukup terbatas, kondisi ini menyebabkan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Katingan hanya membentuk | (satu) Panitia Ajudikasi

PTSL, (SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor

100.2/62.06/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018).

1. Prasarana , Mobilitas dan Alat Transportasi

59/Kep-

Untuk melaksanakan program dan memberikan Pelayanan Pertanahan

kepada Masyarakat , dukungan Prasarana jalan darat masih kurang memadai,

dan sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui sungai.

Sarana mobilitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dapat dilihat

pada tabel dibawah int :

Tabel 4.2.
Daftar Sarana Mobilitas / Transportasi
No. | Jenis No Polisi Penanggung | Keterangan
Kendaraan Jawab
1 | Toyota KH 1061 NU Kepala Pengadaan
Avanza Kantor Tahun 2008
(Kantah)
2 | Mitsubishi | KH 1098 NU | Kasubag TU Pengadaan
L 300 Tahun 2008
(Pusat)
3 | Suzuki KH 2434 NY | Kasubag TU Pengadaan
Thunder Tahun 2008
125 {Pusat)
4 | Suzuki KH 2435 NY | Kasubag TU Pengadaan
Thunder Tahun 2008
L 125 (Pusat)

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan
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No. Pendidikan Jumlah Keterangan
1. SMP -
2. SMU/SLTA 16
3. DI 7
4, DIl 1
5. DIV/St 18
6. S2 .
Jumijah 42

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan

c. Pengambilan Snmpah Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas;

Setelah Kepala Kantor

Pertanahan menelapkan Panitia Ajudikasi

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas, Panitia Ajudikasi P1'SL

dan Satuan Tugas wajib mengangkat Sumpsh di hadapan Kepala Kantor

Pertanahan, hal ini sesuai pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018.

Pengambilan Sumpah Panitta Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas,

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, yang dilaksanakan dihadapan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, yang disaksikan oleh Tokoh

Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Tempat pelaksanaan bertempat di Ruang Loket

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44077
68

d. Penyuluhan.

Penyuluhan Kegiatan PTSI dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik dan Satvan Tugas Yuridis.

Tujuan dari Penyuluhan ini adalah agar masyarakat mengerti dan memahami

sepenuhnya mengenai, Kegiatan PISL sehingga masyarakat, baik itu maksud,

tujuan, serta manfaat dari kegiatan PTSL.

Dalam pelaksanaan Penyuluhan ini, harus disampaikan kepada masyarakat

mengenai :

1.

Manfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan Negara atas hasil pelaksanaan
Kegiatan PTSL ;

Tahapan dan Mekanisme kegiatan PTSL;

. Penetapan dan Pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;

. Jadwal Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data yuridis olch satgas

fisik dan satgas yuridis;

. Hasil Akhir Kegiatan PTSL;
. Pembiayaan;

. Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Ajudikasi yang diumumkan selama

jangka waktu pengumuman.

Di kelurahan Kasongan Baru, dilaksanakan penyuluhan pada hari Selasa,

tanggal 22 Mei tahun 2018, yang dilaksanakan di aula Kantor Kelurahan

Kasongan baru, sesuai dengan daftar hadir yang ditanda tangani pesecrta

penyuluhan, jumlah peserta yang hadir hanya sejumiah 25 (dua puluh lima) orang.
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e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis.

Dalam pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kelurahan Kasongan baru, Kegiatan
pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah) dan kegiatan pengumpulan
data yuridis (bukti kepemilikan bidang tanah) dilakukan secara bersamaan.
D1 mana untuk mempermudah koordinasi antara semua satuan tugas dan pihak
kelurahan serta masyarakat pemilik tanah, satgas membuka Posko PTSL yang
berlokasi lanpsung di Kantor Kelurahan Kasongan baru, di.mana di Posko
ditugaskan 2 (dua) orang petugas yang merupakan anggota satgas yuridis dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Mengingat banyaknya desa yang ditctapkan sebagai Lokasi PTSL pada
tahun 2018 di Kabupaten Katingan, serta terbatasnya jumlah petugas pengukuran
di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Kelurahan Kasongan Baru diberikan
target sebanyak 368 Bidang, dan berdasarkan kescepakatan Satgas Fisik dan Satgas
Yuridis bersama Petugas Kelurahan, waktu pelaksanaan kegiatan PTSL di
Kelurahan Kasongan Baru hanya diberikan waktu 20 (dua puluh) han.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis
berakhir sesuai waktu yang disepakati, sejumlah 114 Bidang tanah saja yang bisa
terukur, dan 114 data yuridis yang dapat dikumpulkan. Ada 2 (dua) bidang tanzh
vang pemiliknya tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan,
sehinpga di masukan ke dalam kluster 3 (K3). 114 bidang tanah yanp terukur
tersebut diinput ke Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dan diterbitkan
Peta Bidang Tanahnya dan diberikan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah).

(NIB. 15.10.07.03.02003 — NiB. 15.10.07.03.02116).
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f. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis.

Setelah data fisik dan data yuridis hasil pengumpulan data fisik dan data
yuridis dicocokkan dan diklarifikasi, (Pencocokan Peta Bidang Tanah dengan
bukti-bukti kepemilikan, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang pemiliknya tidak
melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga di masukan
ke dalam klasifikasi kluster 3 (K3).

g. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah penelitian
data yuridis mengenal bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta
bidang tanah, dimasukkan dalam dafiar data yuridis dan data fisik bidang tanah.

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data
yuridis dan data fisik bidang tanah dan pcta bidang-bidang tanah diumumkan
sclama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Pertanahan dar Kantor
Kelurahan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan jika ada
pihak yang berkcberatan mengenai bidanp tanah yang diajudikasikan terseout.

Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan
oieh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202).

A.1.2. Tahap Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap.
Dalam tahap penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) ini dibagi menjadi beberapa tahapan lagi yaitu :

1. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, Pemberian Hak;

2. Pembukuan Hak;
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3. Penerbitan Senipikat;

4. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil.

a. Penegasan konversi, pengakuan hak; pemberian hak;

Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi
syarat untuk diterbitkan Hak Atas Tanahnya (Kluster ). Ketua Panitia Ajudikasi
PTSL menindaklanjuti dengan : 1), Menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas
nama pemegang hak yang terakhir, 2). Menetapkan pengakuan hak sebagai hak
Milik untuk bidang tanah yang alat bukti pemilikannya tidak ada namun
dibuktikan dengan adanya penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun secara
terus menerus dari pendahulu-pendahulunya, 3). Mengusulkan Keputusan
Pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan Tanah Negara dengan
mengusulkan secara kolcktif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan
menggunakan Daftar Usuian Pemberian Hak (DI 310) dan dilampiri dengan
Risalah Penelitian Data Yuridis, DI. 201B dan DI. 201C.

Di Kelurahan Kasongan Baru, semua bidang tanah yang telah diumumkan
merupakan Tanah Negara, artinya Tanah Negara yang belum dilekati suatn Hak
Atas Tanah (Tanah Negara Bebas), sehingga Ketua Panitia Ajudikasi
mengusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak.

Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara yang dilaksanakan
berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan
sebagaimana dalam DI. 310 yang dihalaman terakhir memuat keputusan
pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh). Surat

Keputusan Pemberian Hak untuk Kelurahan Baru, sebanyak 112 Bidang tanah,
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ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Katingan Nomor : 28/HM/BPN-62.06/2018.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018, juga mengatur tentang Kewajiban
Peserta kegiatan PTSL mengenai pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas
Bangunan) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang Lerkenaan dengan perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

Dalam  peraturan ini masyarakat dibert kemudahan dengan
diberlakukannya BPHTB dan PPh terutang, dimana ketentnan mengenai
pelaksanaannya diatur dalam pasal 33 ayat (1) sampai (9). Secara umum BPHTB
dan PPh terutang tersebut wajib dibayar sebelum adanya kegiatan peralihan hak
atau perubahan atas buku tanah dan sertipikat hak atas tanah.

Permberlakukan BPHTB dan PPh terhutang ini dikhususkan kepada
masyarakat yang belum mampu membayar BPITB dan PPh, dengan Ketentuan
sesuai dengan pasal 33 ayat (5) vaitu :

Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Penerima Hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan;
b. Penerima hak membuat surat pernyataan BPHTB terutang dan/atau surat
keterangan PPh terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang
menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan.

b. Pembukuan Hak;

Penegasan Konversi dan pengakuan hak serta penetapan Pemberian Hak,
maka dibukukan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan/atau Hak

Wakaf dalam Buku Tanah yang bersangkutan. Dalam pembukuan hak dicatat

pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut seperti
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pembatasan pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut
sepadan pantai, sepadan sungai, dan lain-lain.

¢. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tarah.

Dar target yang ditetapkan di Kelurahan Kasongan Baru, sebanyak 368
Bidang, dapat diterbitkan Senipikat Hak Atas Tanah sebanyak 112 Bidang Tanah,

dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Jumlah Sertipikat yang diterbitkan di Kelurahan Kasongan Baru PTSL 2018
No. Jenmis Hak Jumlah Bidang Luas (M2}
L, Hak Milik 107 841.793
2. Hak Pakai 5 10.447

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

d. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil,

Tugas akhir dari Panitia Ajudikasi PTSL sesuai dengan pasal 37 Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah
menyerahkan seluruh hasil Kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor, dimana data

yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan meliputi :

1. Dokumen Data Yuridis dan Data Fisik;
2. Daftar Isian Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah;

3. Buku Tanah;
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4. Sertipikat Hak atas Tanah;
5. Bukti-bukti administrasi Keuangan;,
6. Data-data administrasi lainnya.

Setelah semua hasil kegiatan PTSL. diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan,
Kepala Kantor Pertanahan membuat penjadwalan untuk penyerahan Sertipikat Hak
atas Tanah hasil PTSL kepada Masyarakat peserta PTSL, serta menyerahkan seluruh
data dokumen Pelaksanaan Kegiatan PTSL kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
untuk diwarkahkan/diarsipkan.

Dari 112 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat Hak atas Tanahnya

semua sertipikat sudah diserahkan seluruhnya kepada masyarakat.

A.1.3. Tahap Pelaporan.

Pelaporan dalam Kegiatan PTSL ada 2 (dua) jenis, yaitu pelaporan jika
terjadinya permasalahan dan pelaksanaan kegiatan PTSL dan pelaporan saat PTSI.
telah sclesai dilaksanakan. Dalam hal pelaporan pada saat terjadi permasalahan
dalam pelaksanaan kegiatan PTSL pelaporannya dilakukan oleh Ketua Panitia
Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan ditembuskan kepada Direktur
Jendral Hubungan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Badan BPN. Untuk pelaporan
pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari

Kepala Kantor Pertanalian, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.

Laporan kemajuan pelaksanaan PTSL secara berkala melalui Sistem Kendali
Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP). Tahap Pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sitematis Lengkap di Kabupaten Katingan semuanya telah dilaporkan sesuai

ketentuan yang berlaku.
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A.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Katingan, dikemukakan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di
Kabupaten Katingan, terdapat beberapa kendala atau hambatan sehingga sehingga
pelaksanaannya belum optimal, kendala atau hambatan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, hal ini disebabkan
karena belum tersedianya jumlah bidang tanah secara keseluruhan pada suatu
desa‘kelurahan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurahan
sebagai Lokasi Pendaftaran Tanal Sistematis Lengkap.

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal
ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

3. Belum semua bidang tanzh yang bersertipikat khususnya sertiptkat lama
terpctakan dalam Aplikasi Geokkp. Hal inl menyebabkan Peta Kerja yang
disiapkan belum bisa menggambarkan Kondisi bidang tanah sebenarnya dalam
suatu desa/kelurahan yang ditctapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL).

4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Katingan. Hal ini menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal
pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).

Ketua Panitia Ajudikasi, memberikan pendapat yang lebih spesifik mengenai
kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan. Berdasarkan hasil wawancara yang
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dilakukan penulis, Ketua Panitia Ajudikasi menyampaikan Kendala/hambatan yvang

dihadapi antara lain :

I. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa’kelurahan yang dikarenakan
tidak adanya data jumiah bidang tanah yang belum terdaftar di suatu
desa’kelurahan, sehingga dalam menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan
asumsi saja;

2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan;

3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistemnatis Lengkap (PTSL);

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya memasang tanah batas
tanzhnya;

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah.

Pendapat dari Ketua Panitia Ajudikasi cendrung sama dengan pendapat yang
dikentukan oleh Luran Kasongan Baru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
penulis kepada Lurah Kasongan Baru, bahwa hambatan/kendala dalam pelakasanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas

Tanah;

]

Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang

berdomisili diluar lokasi letak tanah;
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3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh).

Untuk melihat secara keseluruhan pelaksanaan serta hambatan tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dapat dilihat
dari pandangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Ajudikasi,
dan Lurah Kasongan Baru, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara

yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.6. PERBANDINGAN PERSEPSI TENTANG PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP

Informan

Persepsi Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru

Latar Belakang

Aspek Pelaksanaan

Aspek Sasaran

Kepala Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Katingan

PTSL merupakan Kegiatan
Pendaftaran Tanah pertama kali, yang
dilakukan secara serentak terhadap
semua obyek Pendaftaran Tanah pada

Sangat diperlukan dukungan
Pemerintah Kabupaten setempat, guna
membantu sosialiasi kepada
masyarakat fentang tujuan, sasaramn,

Dengan  dilaksanakannya  PTSL
informasi seluruh bidang tanah pada
suatu desa’kelurahan dapat diketahui
secara  akurat, schingga  dapat

suatu desa/kelurahan meliputi | dan manfaat dari PTSL, baik bagi | dijadikan data untuk pelaksanaan
pengumpulan  data  fisik  dan | masyarakat maupun bapgi Pemerintah | pelayanan Pertanahan yang berbasis
yuridisnya untuk keperluan | Daerah itu sendiri. Digital.
pendaftarannya. _

Ketua Panttia | PTSL merupakan kegiatan | Perlunya peran serta aparat penegak | Dengan  dilaksanakannya  PTSL,

Pertanahan Nasional terhadap semua
bidang tanah yang ada pada suatu
desa’/kelurahan.

koordinasi harus terus ditingkatkan
antara pihak BPN, Desa/Kelurahan,
penegak hukum, dan Pemerintah
Kabupaten.

Ajudikasi pendaftaran tanah yang dilakukan | hukum serta tokoh masyarakat dalam | seluruh bidang tanah dapat terdata,
PTSL disuatu desa’/kelurahan yang dilakukan | ikut mendukung pelaksanaan PTSL, | dan kepastian hukum atas tanah lebih
secara serentak, terhadap semua | karena dalam pelaksanaannya bidang- | terjamin,  sehingga  mengurangi
bidang tanah yang merupakan obyek | bidang tanah yang belum terdaftar | kemungkinan sengketa tanah.
Pendaftaran Tanah. sering terdapat sengketa pada saat
pengukuran (pengumpulan data fisik).
Lurah PTSL merupakan kegiatan pendataan | Dalam pelaksanaan PTSL  perlu | Diharapkan dengan dilaksanakannya
Kasongan bidang tanah dan sertipikasi bidang | ditingkatkan  Sosialisasi  kepada | PTSL  sengketa  tamah  dapat
Baru tanah yang dilakukan oleh Badan | masyarakat pemilik tanah, selain itu

diminimalisir, dan dapat tersedianya
data bidang tanah secara lengkap,
vang nantinya bisa digunakan sebagai
data pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang akurat.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan
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FAKTOR YANG DITINJAU
[nforman
Penentuan Lokasi Obyek PTSL Subyek PTSL Pelaksana PTSL Pembiayaan PTSL
Kepala Lokasi harus jelas, [ Bidang tanah yang | Pemilik tanah wajib | Memaksimalkan Pembiayaan PTSL,
Kantor dalam  hal  batas | merupakan obyek ' ada saat pelaksanaan | sumber daya yang ada | sesuai anggaran yang
Pertanahan | desa/kelurahan  yang | PTSL, harus jelas dan | PTSL, jika | batk  Sumber Daya | telah ditetapkan dalam
Kabupaten | belum definitif | sudah ada tanda batas | berhalangan,  wajib | Manusia maupun | DIPA Kantor
Katingan | menggunakan  batas | bidang tanahnya. memberi kuasa | Sumber daya | Pertanahan Kabupaten
desa/kelurahan kepada pihak lain | pendukung Katingan.
sementara. sebagai kuasa dari | (infrastruktur)
pemilik tanah.
Ketua Batas desa/kelurahan | Batas bidang tanah | Pemilik tanah wajib | Memaksimalkan Pembiayaan PTSL,
Panitia harus jelas dan tidak | harus sudah memiliki | menunjukan batas | sumber daya manusia | sesual anggaran yang
Ajudikasi | termasuk dalam | patok batas, serta | bidang tanahnya, dan | yang ada  dengan | telah ditetapkan dalam
PTSL kawasan hutan. batas telah disepakati | wajib melengkapi | memperjelas DIPA Kantor
yang berbatasan. semua persyaratan | pembagian tugas dan | Pertanahan Kabupaten
yang telah ditentukan. | tanggung jawab. Katingan.
Lurah Ratas desa/kelurahan | Bidang tanah yang | Pemilik tanah atau | Melibatkan tokoh adat | Pembiayaan PTSL
Kasongan | harus jelas | akan  diukur  harus | kuasanya wajib hadir | dan tokoh masyarakat | berdasarkan Peraturan
Baru dilapangan, walaupun | bersih, jelas, dan | saat pengukuran | dalam pelaksanaan | Bupati Katingan No.
batas tersebut belum | sudah dipasang patok | dilapangan dan | pengukuran bidang | 20 Tahun 2018,
definitif tanda batas. meryerahkan berkas- | tanah dan pengumpulan
berkas  kepemilikan | berkas.
tanahnya.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan
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Tabel. 4.8 PERBANDINGAN PERSEPSI BERDASARKAN KENDALA/HAMBATAN

KENDALA/HAMBATAN PELAKXSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Informan
DI XKELURAHAN KASONGAN BARU
Kepala Kantor Pertanahan 1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, hal ini disebabkan karena belum
Kabupaten Katingan tersedianya jumlah bidang tanan secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini

menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurshan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal ini
menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

3. Belum semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya sertipikat lama terpetakan dalam
Aplikasi Geokkp. Hal ini menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum bisa menggambarkan
Kondisi bidang tanah sebenamya dalain suatu desa’kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi
Pendaftaran Tanah Sistematis J.engkap (PTSL). Hal ini bisa menimbulkan potensi Tumpang
Tindih Sertipikat Hak atas Tanah.

4. Minimnva jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Hal ini
menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan
Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 1. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa’kelurahan yang dikarenakan tidak adanya data
jumlah bidang tanah yang beium terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan
target hanya ditetapkan berdasarkan asumsi saja;

2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;

Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL);

4, Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya memasang tanah batas tanahnya;

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah.

X ]
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Lurah Kasongan Baru 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu
sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah;

2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah vang berdomisili
diluar lokasi letak tanah;

3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak {(PPh).

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan
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Berdasarkan hasil penelitian penulis, terlihat bahwa ada persamaan persepsi
tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dimana
ke 3 (tiga) sumber tersebut sepakat serta mendukung terhadap pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematik lengkap di kelurahan Kasongan Baru, dengan harapan
bisa terwujudnya desa/kelurahan lengkap mengenai sefuruh data bidang tanah pada
suatu desa’kelurahan, untuk menuju pelayanan pertanahan berbasis digital, serta
dapat diminimalisasinya sengketa tanah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Panitia Ajudikasi, dan Lurah Kasongan baru,
di dapat disimpulkan beberapa hambatan-han-lbatan yang terjadi dalam pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, yang
secara keseluruhan dapat dirangkum menjadi 7 (tujuh) hambatan yaitu sebagat
berikut :

}. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL).

2. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Pendaftaran Tanab
Sistematis Lengkap (PTSL) serta kurangnya peralatan teknis pendukung di
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;

3. Kurangnya data Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan;

4. Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap
bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama}.

5. Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai
Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

6. Banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan.
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7. Adanya Keluhan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh) saat penerbitan

Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL.

A.3. Langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan melihat banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kalimantan Tengah, umumnya dan Kabupaten Katingan Khususnya, Pemerintah
Pusat dan Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus
melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya perbaikan demi suksesnya
kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .

Pembenahan dan perbaikan tersebut dimulai pada tatanan Pemerintah Pusat,
dalam bhal ini Presiden sebagai pemegang tangpung jawab tertinggi dalam
pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lenpkap di seluruh wilayah
Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah
Republik Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Presiden memerintahkan
kepada seluruh lembaga terkait baik pada tatanan Pemerintah Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah, dimana Presiden memerintahkan untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing dalam rangka.percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh

wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan Tujuan utama agar
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terwujudnya Pendaftaran Tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam

rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

1. Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

Untuk mengatasi permasalahan banyaknya penguasaan tanah masyarakat
vang berada dalam Kawasan Hutan, Pemerimah Pusat dalam hal ini Presiden
sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Presiden Nomor 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini telah ditindaklanjuti
oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan
Kep. Men LHK Nomeor SK. 180 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan
Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyck Reforma Agraria (TORA) Jo Kep.
Men LHK No. SK. 6979 Tahun 2017 Jo Kep. Men LHK No. SK. 3154/Menthk-

PKTL/Kul/PLA.2/2018 Tanggal 18 Mei 2018.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi di Kalimantan Tengah Instruksi Presiden
dan Peraturan Presiden tersebut di atas juga telah direspon secara cepat, Gubernur
Kalimantan Tengah mengeluarkan Kep. Gubernur Kalimantan Tengah No.
522.1.100/474/2017/Dishut Tentang Pemnbentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi dan Pemeriniah Kabupaten pada Tahun 2018 telah
melaksanakan Kegiatan sosialisasi dan inventarisasi Penguasaan tanah masyarakat
yang berada dalam kawasan hutan Khusus di Kabupaten Katingan. Sampai saat ini
hasil kegiatannya berupa peta hasil Inventarisasi dan usulan rekomendasi

penyelesaian sudah dikirim kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Repubiik Indonesia serta Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia, dan saat ini masih menunggu hasil akhir.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Peralatan Teknis.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan Peralatan teknis
dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Pemerintah Pusat terus melakukan upaya-upaya konkrit. 2 (dua) langkah kongkrit
telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

a. Untuk Mengatasi Kekurangan Jumlah sumber daya manusia, untuk tcnaga
administrasi Pemerintah Pusat menganggarkan dana untuk menambah jumlah
Pegawai Non Pegawai Negeri (PNPN), untuk di Kabupaten Katingan memperoleh
20 (dua puluh) orang. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan tenaga Teknis
pengukuran Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan
Pelatihan Pengukuran dan pemectaan kepada 40 (empat puluh) orang luiusan
SMU/SLTA, dimana setelah lujus pelatihan mereka mendapat lisensi dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai
Asisten Surveyor Kadasira Berlisensi (ASKB), dimana di Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan mendapat 3 (tiga) orang ASKB. Berikut daftar dan nama

Asisten Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
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Tabel 4.9. Daftar Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

No. Nama Nomor Lisensi
1. | M. Chandra 2-3086-18
2. | Mursidi 2-3090-18
3. ! Ricky 2-3094-18

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

b. Untuk Mengatasi Kekurangan Peralatan Teknis penunjang pelaksanaan Kebijakan
Pendafiaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemerintah melaksanakan pengadaan
peralatan Pengukuran dalam hal ini GPS Geodetik dan Peralatan penunjang lain,
Seperti Komputer, Scanner, dan Laptop. Berikut daftar Peralatan penjungan yang
diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan pada tahun 2019.

Tabel 4.10. Daftar Peralatan Teknis
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

No. Jems Barang Jumlah Tahun Hibah
1. RTK Geodetik Merk 2 Unit 2018
Comnav
2. RTK Geodetik Merk 6 Unit 2019
South
3. Printer A3 5 Unit 2018 dan 2019
Brother Inkjet HL-T4000DW
4, Printer A4 Merk 2 Unit 2019
HP Laserlet Pro M402ZN
5. Komputer PC 1 Unit 2019
HP EliteOne 800 G4 17-8700
6. Scanner A3 dan A4 5 Unit 2019
Merk Cruz dan HP
7. Laptop Merk HP 5 Unit 2019

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
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3. Data Pendukung Jumlah bidang tanah dan belum optimalnya penyiapan
Peta Kerja.

Kendala ini merupakan kendala Internal pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan. Untuk mendapat data yang valid mengenai jumlah
keseluruhan pada svatu desa/kelurahan memang cukup sulit, namun untuk
mendapat data yang mendekati, Kantor Pertanahan mencoba menganalisis data
jumlah bidang tanah dengan jumlah obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada
suatu desa atau kelurahan, kemudian membandingkannya dengan jumlah bidang
tanah yang sudah berserlipikat pada desa’kelurahan tersebut. Sedangkan untuk
memetakan bidang tanah berserlipikat yang masih belum terpetékan pada Peta
Kerja karena sertipikat lama tersebut masih menggunakan koordinat
Lokasi/Sementara. petugas Pemetaan pada Kantor Pertanahan terus melakukan
Pemetaan Indeks Grafis (GIM) dengan cara mclakuken digitasi dan pemetaan

ulang ke lapangan.

4., Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang PTSL dan Banyaknya pemilik
tanah yang tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai

Lokasi PTSL.

Untuk kendala atau hambatan ini pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah
Kabupaten, terus melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat,
tentang tujuan, sasaran dan manfaat dari Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap ini.
Mengenai pemilik tanah yang tidak berada di Lokasi letak tanah pihak

Kantor Pertanahan terus berupaya dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebelum
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dilaksanakannya sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat untuk saling
berbagi informasi kepada masyarakat lainnya. Kendala ini yang memang sangat
menghamtat pelaksanaan PTSL, karena cukup banyak pemilik tanah khususnya
di daerah Katingan yang pemitiknya berada di luar daerah Kabupaten Katingan.
Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah masih terus berupaya mencari langkah

yang tetap untuk mengatasi kendala ini.

5. Pengenaan BPHTB dan PPh.

Pengenaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Penghasilan utuk Perolehan Hak (PPh) ini merupakan amanat Undang-Undang,
dan memang telah di atur dalam secara jelas.

Untuk BPHTB di atur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 jo
Undang-undang 20 Tahun 2000 yang sekarang kewenangan sudah nwnjadi
kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk PPh di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1995 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengbasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana PPh ini masih merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk mengatasi ini Kementerian Apraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan
diperkenankannya Khusus untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
diberlakukan BPHTB dan PPh terutang, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018. Dimana pembayarannya dapat dilakukan saat
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pemilik tanah akan melakukan kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
atau saat pemilik tanah sudah memiliki biaya untuk melunasi BPHTB dan PPh
Terutang tersebut. Kepala Kantor Pertanahan Wajib memberikan Laporan tentang
BPIITB terutang tersebut kepada Bupati/Walikota, serta PPh terutang Kepada

Kantor Pajak Pratama.
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B. Pembahasan

Penulis mencoba menganalisis Implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan. Berdasarkan model Pendekatan yang
dikemukanan oleh Edwards III, ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi. Ke-empat variahel tersebut adalah :
1. Komunikasi; 2. Sumber-sumber; 3. Kecendrungan-kecendrungan/disposisi
atau Sikap Pelaksana; 4. Struktur Birokrasi, yang keseluruhannya saling
berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.
B.l. Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,.'

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Jika kebijakan ingin dimplementasikan sebagaimana mestinya, maka
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga
petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Ketidakjelasan petunjuk pclaksanaan dapat
menyebabkan para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingﬁngan
tentang apa yang harus mercka lakukan. Keberhasilan komunikasi harus
memenuhi unsur Transmisi (penyampaian yang tepat), Kejelasan (Komunikasi
harus jelas), Konsistenst (tidak berubah-ubah).

a. Transmisi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
Penyampaian informasi dalam kegiatan PTSL dilakukan dengan
melakukan penyuluhan atau sosialisasi sebelum petugas melaksanakan
kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuiridis. Kepala

Kantor Pertanahan, Ketua Panitia Ajudikasi, beserta pihak desa/kelurahan
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menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran, manfaat serta apa saja
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pescrta kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis (PTSL).

b. Kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Komunika_si Kebijakan harus jelas, seringkali instruksi yang diteruskan
kepada pelaksana kabur hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda
dan pelaksana kebijakan.

Unsur kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan PTSL di kabupaten
Katingan masih belum jelas, terlihat perbedaan persepsi terhadap aturan
pelaksanaannya, hal ini menyebabkan terjadi interpretasi yang berbeda-beda
terhadap Instruksi-instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai contoh
dalam peraturan pelaksana jelas bahwa obyek dari pendaftaran tanah
sistematis lengkap adalah seluruh bidang tanah yang terdapat pada suatu
desaskelurahan baik itu tanah bersertipikat (sertipikat iama yang belum
terpetakan/belum tepat letaknya pada Peta Pendaftaran Tanah) dan belum
bersertipikat, terkecuali bidang tanah tersebut berada dalam kawasan hutan,
namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan persepsi dimana obyek
pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya bidang tanah yang belum
bersertipikat saja.

Selain itu kegagalan komunikasi dalam tahap ini dapat dilihat dari data
hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan,
terutama pada tahapan Penyuluhan atau sosialisasi, terlihat bahwa belum
terjadinya suatu komunikasi yang baik antara Panitia Ajudikasi PTSL dengan

pihak Kelurahan dan masyarakat sebagai peserta Pendaftaran Tanah
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Sistematis lengkap (PTSI.), dari data absensi peserta penyuluhan atau
sosialisasi hanya 25 (dua puluh lima) orang saja yang hadir.

Hal ini jelas sangat mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman
masyarat terhadap Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu
sendiri. Komunikasi ini sangat penting, dimana dengan komunikast yang
kurang berhasil akan menghambat informasi yang akan disampaikan kepada
masyarakat, dimana masyarakat merupakan subyek dari PTSL itu sendiri.

c. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Winamo (2014: l. 84) mengemukan salah satu sebab tingkat keberhasilan
komunikasi dalam memenuhi unsﬁr konsistensi adalah karena kerumitan
Kebijakan itu sendiri. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik maka
periniah-perintah atau intruksi-instruksi pelaksanaan harus konsisten dan
jelas. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL instruksi dalam pengumpulan data
fisik dan pengumpulan data yuridis masih belum konsisten, hal ini1 terlihat
daiam pelaksanaan pengukuran satah satu irstruksi yang diberikan adalah saat
pengukuran, pemilik tanah wajib menunjukan patok batas bidang tanahnya,
namun pada pelaksanaannya masih diperkenankan penunjukan patok
dilakukan oleh kuasa dari pemilik tanah.

Hal lain yang menunjukan instruksi pelaksanaan masih belum konsisten
adalah pada tahap sosialisasi atau penyuluhan telah ditentukan batas akhir
waktu pelaksanaan, namun dalam pelaksanaan ternyata masth diperkenankan
untuk menambah waktu pelaksanaan, ini menyebabkan terjadi perubahan
terhadap waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi desa/kelurahan lain yang juga

ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
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B.2. Sumber-sumber Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,.
a. Staf.

D1 Kantor Pertanahan kabupaten Katingan pada tahun 2018, jumlah
petugas atau staf pengukuran sangat terbatas baik secara kuantitas maupun
kualitas.

Dari data Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan, terlihat jelas bahwa jumlah PNS/ASN sangat lah minim,
jumlah PNS/ASN hanya 22 (orang} dan dibantu oleh Pegawai Non Pegawai
Negeri (PNPN) sejumlah 20 oraﬁg, dengan jumlah sumber daya manusia yang
terbatas tersebut, cukup berat bagi Kantor Pertanahan untuk melaksanakan
Kebijakan PTSL vyang targetnya cukup besar, walaupun sudah
memaksimalkan petugas yang ada terlihat jeias petugas tidak mampu
menyelesaikan target yang sudah ditetapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Katingan.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan yang jumlahnya paling
terbatas adalah staf yang bertugas sebagai petugas ukur, karena petugas ukur
adalah petugas teknis yang harus memiliki kemampuan di bidarg pengukuran
dan pemetaan. Karena kecepatan pelaksanaan pengumpulan data fisik
(pengukuran) sangat tergantung dari jumlah petugas ukur yang ada.

b. Infromasi.

Informasi merupakan salah satu sumber penting dalam implementasi

kebijakan, seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa Ada 2

(dua) hal penting dalam pemberian informasi terhadap implementasi kebijakan,
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yaitu pertama adalah bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, pelaksana
harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukan
kebijakan tersebut. Pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan
kebijakan. Kemudian yang Aedua adalah informasi tentang data Ketaatan
personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana harus
mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
mentaati Undang-Undang atau tidak.

Dalam pelaksanaan PTSI. di kelurahan Kasongan Baru, infromasi vang
didapatkan sudah cukup baik, informasi mengenai bagaimana pelaksanaan
PTSL sudah diterima dengén baik, dan informasi ketaatan personil lain atau
pihak lain sudah diperoleh dengan cukup baik.

¢. Wewenang,.

Wewenang merupakan sumber lain yang sanpat penting dalam
pelaksanaan kebijakan Pcndaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Wewenang
pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun dalam pelaksanaannya terdapat
juga kewenangan Lembaga lain dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten
dalam Pelaksanaan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap tidak mengatur tentang biaya Persiapan PTSL, dimana
biaya persiapan PTSL diatur oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun
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2018 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah di
Kabupaten Katingan. Hal ini cukup membuat ruang gerak pelaksanaan PTSL
menjadi terhambat. Adanya kewajiban pemilik tanah atau peserta PTSL untuk
membayar biaya Persiapan PTSL secara tidak langsung bisa memberatkan
masyarakat. Dalam Peraturan Bupati tersebut ditetapkan biaya Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah tidak lebih dari Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu dalam penerbitan sertipikat yang merupakan salah satu
produk dari kegiatan pendaftaran sistematis lengkap, peserta kegiatan PTSL
masih dikenakan BPHTB dan PPh. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hanya bisa
melakukan kebijakan pajak terhutang saja, hal ini disebabkan pengenaan
BPHTB merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
Undang-Uhdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
sedangkan PPh merupakan kewenangan Pemeriniah Pusat dalam hal ini
Kementrian Keuangan, BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten sedangkan PPh merupakan salah satu sumber Pendapatan
Negara.

d. Fasilitas.

Fasilitas merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan,
tanpa adanya fasilitas tidak mungkin kebijakan yang telah direncanakan dapat
dijalan, Fasilitas disini dapat dikatakan sebagai peralatan dan perlengkapan.

Fasilitas ini sangat beragam tergantung dengan kebutuhan dan jenis

kebijakan itu sendiri. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, pada tahun
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2018, saat pelaksanaan PTSL di kabupaten Katingan peralatan dan
perlengkapan penunjang sangat kurang, utamanya yaitu Peralatan Pengukuran
dan Pemetaan, Pada tahun 2018 hanya terdapat 1 set GPS RTK Geodetik yang
digunakan untuk melakukan pengukuran dengan target yang ditetapkan
sejumlah 7.500 Bidang, karena kekurangan Peralatan Pengukuran ini
menyebabkan pelaksanaan pengukuran berjalan lambat, hal ini merupakan
salah satu hal yang menyebabkan pelaksanaan pengukuran lambat dan tidak
efektif sehingga berdampak pada tidak dapat tercalisasinya target yang sudah
ditentukan.

B.3. Kecendrungan-k.ecendrungam’sikap pelaksana/disposisi dalam

pelaksanaaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan

Baru.

Kecendrungan dari sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang
mempunyai konsekuensi penting dalam bagi implementasi kebijakan, agar
implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Jika pelaksana
bersikap baik. setuju, dan senang hati terhadap suatu kebijakan, artinya sudah
tercipta suatu kekuatan dukungan yang akan menjadi nilai positif dalam
pelaksanaan suatu kebijakan. Namun sebaliknya jika sikap pelaksana justru
berbeda ataupun bertentangan dengan sikap para pembuat kebijakan, maka proses
pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Kabupaten Katingan, sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan sangat baik,
pelaksana kebijakan selalu berusaha untuk memaharmi arahan-arahan dan petunjuk

dari pimpinan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi pertentangan baik itu
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antara pelaksana dengan pimpinan maupun antar pelaksana itu sendiri. Pimpinan
dan pelaksana berusaha bersinergi untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan. Hal ini terlihat

dengan seringnya diadakan rapat koordinasi saat pelaksanaan Kebijakan.

B.4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,

Stuktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki
pengaruh penting dalam suatu implementasi kebijakan. 2 (dua) aspek penting
dalam dalam struktur organisasi adalah Standar Operasinal Prosedur (SOP) dan
Pragmentasi Organisasi (Penyebaran/pemhagian tanggung jawab).

a. Standar Operasional Prosedur (SQP),

Standar Operasional Prosedur pada dasarnya adalah sebagian reaksi
terhadap sumber-sumber yang terbatas (Winarno, 2014:212). SOP bertujuan
untuk meryeragamkan tindakan-tindakan pelaksana dalam melaksanakan suatu
kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan pendattaran tanah sistematis lengkap
sudah ditetapkan atau dibuat Standar Operasinal Prosedurnya, yang pada tahun
2018 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis-300/1/2018 dan saat ini
menggunakan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis-300.01.01/11/2019.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebingungan hal ini
disebabkan karena perubahan regulasi yang cukup cepat terhadap pelaksanaan
kebijakan Pendaftaran Sistematis Lengkap ini. Sejak tahun 2015 pertama
terbitnya peraturan mengenai PTSL sampai tahun 2018 sudah terjadi 6 (enam)
kali perubahan peraturan. Perkembangan peraturan tentang PTSL dapat dilihat

pada gambar 4.3. berikut.
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Gambar 4.3. Perkembangan Peraturan Pendaftaran

Lengkap (PTSL)
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b. Pragmentasi.

Pragmentasi organisasi dapat dikatakan sebagai pembagian tugas dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan
pendafiaran tanah sistematis lengkap pragmentasi terdapat pada pihak Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan dan Pihak Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan kebijakan pihak Kantor Pertanaban dan pihak
desa/Kelurahan harus bekerja sama dcngan baik sesuai dengan tugasnya
masing-masing. sebagai contoh dalam pelaksanaan pembagian tugas tersebut
Kantor Pertanahan betugas menyiapkan semua infrastrukur untuk pelaksanaan
kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran) dan pihak desa bertugas untuk
memastikan kesiapan pemilik tanah dalam hal kesiapan patok batas bidang
tanah. Sehingpa pada saat dilaksanakan pengukuran dapat dilakukan secara
cepat dan efektif.

Dalam pelaksanaan pragmentasi int pihak Kantor Pertanahan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaéln kegiatan secara keseluruhan, natnun
disisi lain pihak desa/kelurahan juga bertanggung jawab terhadap persiapan

pelaksanaan PTSL.

Setelah memperhatikan penjelasan dan 4 (empat) variabel yang
mempengaruhi  implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber-sumber,
kencendrungan-kecendrungan/disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi,
terlihat bahwa komunikasi, sumber-sumber, dan struktur birokrasi masih belum
berjalan secara optimal, hanya disposisi/sikap pclaksana saja yang sudah berjalan

dengan baik.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.
1. Implementast Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan

Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, belum
optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa
dari 4 (empat) variabel Keberhasilan Kebijakan hanya Disposisi/Sikap
Pelaksana saja yang dapat dikatakan berhasil, sedangkan 3 (tiga) variable lain
yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi masih belum dinilai
berhasil.

2. llambatan-hambatan yang terjadi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan adalab (1}. Kuranginya Pemahaman masyarakat tentang
Pendatlaran Tanan Sistematis Lengkap (PTSL), (2). Kurangnya Kuantitas
Sumber Daya Manusia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, (3). Kurangnya data
Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan, (4). Belum
Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap
bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama), (5). Pemilik tanah
tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (6). Banyaknya penguasaan
tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan, (7). Adanya Keluhan
dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh) saat penerbitan

Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL.
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3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional sudah mengambil langkah-langkah konkrit dalam
mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, namun masih belum sepenuhnya bisa mengatasi
semua hambatan secara Keseluruhan. Namun sangat terlihat keseriusan dari
Pemerintah untuk mensukseskan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap secara keseluruhan.

B. Saran.

Saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan agar Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
terus dilanjutkan agar seluruh bidang tanah dalam suatu desa atau Kelurahan
dapat terdaflar secara keseluruhan.

2. Perlunya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan secara intensit kepada
masyarakat secara langsung maupun melalui media, agar masyarakat
mengetahui tentang adanya program PTSL disuatu daerah, serta masyarakat
bisa memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari Kebijakan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3. Perlunya penambahan Jumlah sumber daya manusia dan Infrastruktur
Pendukung pada Kantor Pertanahan, Khususnya Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan.

4. Kantor Pertanahan harus segera melakukan peningkatan kualitas data geokkp
dengan melakukan pemetaan indeks grafis (GIM) terhadap bidang-bidang
tanah bersertipikat yang belum dipetakan atan belum dipetakan posisinya

dengan benar.
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5. Pemerintah Kabupaten harus terus berkoordinasi dengan Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengupayakan solusi agar tanah
masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dapat dilepaskan mejadi
kawasan Non Hutan {(Areal Penggunaan Lain).

6. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diharapkan
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, agar untuk kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan Bea
Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB} dan PPh, walaupun sudah ada kebijakan

BPHTB dan PPh terutang.
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PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
DENGAN JUDUL : '

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN
KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

PERTANYAAN:

1.

!NJ

Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendafiran
Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) ?

Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek pelaksanaannya
saat ini 7

Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek Sasarannya ?
Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor
Penentuan Lokasinya ? |

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor
Obyek PTSL 1tu sendiri ?

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dani asfek/faktor
Subyek atau Peserta PTSL 7

Bagaimana Pendapat,Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor
Pelaksana PTSL? |
Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor
Pembiayaan PTSL ?

Menurut Bépak apakah ada kendala atau hambatan dalam Peluksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

: MZB (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Katingan)

: 07 Oktober 2019

: IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI

KELURAHAN KASONGAN BARU

Pertanyaan Wawancara

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan
Pendafiran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)

Informan

PTSL merupakan Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali, yang
dilakukan secara serentak terhadap semua obyek Pendaftaran
Tanah pada suatu desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik
dan yaridisnya untuk keperluan pendaftarannya.

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek

pelaksanaannya saat ini ?

Informan

Sangat diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten setempat,
guna membantu sosialiasi kepada masyarakat tentang tujuan,
sasaran, dan manfaat dari PTSL, baik bagi masyarakat maupun
bagi Pemerintali Daerah itu sendiri,

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek

Sasarannya ?

Informan

Dengan dilaksanakannya PISL informasi seluruh bidang tanah
pada suatu desa/kelurahan dapar diketahui secara akural, sehingga
dapat dijadikan date untuk pelaksanaan pelayanan Pertanahan
yang berbasis Digital,

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
aslek/faktor Penentuan Lokasinya ?

Informan

Lokasi harus jelas, dalam hal batas desa/kelurahan yang belum
definitif menggunakan batas desa/kelurahan sementara,

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Obyek PTSL itu sendiri

Informan

Bidang tanah yang merupakan obyek PTSL, harus jelas dan sudah
ada tanda batas bidang tanahya.

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Subyek atau Peserta PTSL

Informan

Pemilik tanah wajib ada saat pelaksanaan PTSL, jika berhalangan,
wajib memberi kuasa kepada pihak lain sebagai kuasa dari pemilik
tanah.

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pelaksana PTSL?

Informan

Memaksimalkan sumber daya yang ada batk Sumber Daya Manusia
maupun Sumber daya pendukung (infrastruktur)

Peneliti

Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pembiayaan PTSL

Informan

Pembiaygan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam
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DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Peneliti

Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru

Informan

1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumliah target,
hal ini disebabkan harena belum tersedianya jumliah bidang
tanah secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini
menyebabkan ditetapkannya banyak desa‘kelurahan sebagai
Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam
Kawasan Hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya minat
masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

3. Belum semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya
sertipikat lama terpetakan dalam Aplikasi Geokkp. Hual ini
menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum  bisa
menggambarkan Kondisi bidang tanah sebenarnya dalam suatu
desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bisa menimbulkan
potensi Tumpang Tindih Sertipikat Ha katas Tanah.

4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan. Hal ini menyebabkan sangal sulif
melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan
Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).
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TRANSKRIP WAWANCARA

: GK (Ketua Panitia Ajudikasi PTSL)

: 10 Oktober 2019

: IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
KELURAHAN KASONGAN BARU

Pertanyaan Wawancara

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar beiakang pelaksanaan
Pendaftran Tanah Siteinatis Lengkap (PTSL)

Informan | PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan
disuatu desa/kelurahan yang dilakukan secara serentak, terhadap
semua bidang tanah yang merupakan obyek Pendaftaran Tanah.

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek
pelaksanaannya saat ini ?

Informan | Perlunya peran serta aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat
dalam ikut mendukung pelaksanqaan PTSL, karena dalam
pelaksanaannya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar sering
terdapat sengketa pada saat pengukuran (pengumpulan data fisik).

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSI. dari asfek
Sasarannya ? ' _

Informan | Dengan dilaksanakanuya PTSL, scluruh bidang tanah dupat
terdata, dan kepastiun hukum atas tanah lebih terjamin, sehingga

. mengurangi kemunghinan sengketa tanah.

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Penentuan Lokasinya ? )

Informan | Batus desa/kelurahan harus jelas dan tidak termasuk dalam
kawasan hutan.

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Obyek PTSL itu sendiri

Informan | Batas bidang tanah harus sudah memiliki patok batas, serta batas
telah disepakati yang berbatasan.

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Subyek atau Peserta PTSL

Informan | Pemilik tanah wajib menunjukan batas bidang tanahnya, dan wajib
melenghapi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pelaksana PTSL?

Informan | Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan
memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pembiayaan PTSL

Informan | Pembiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam
DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Peneliti | Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan
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B Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru
Informan | 1. Sulitnya menentukan jumiah Target di suatu desa’kelurahan

yang dikarenakan tidak adanya data jumiah bidang tanah yang
belum terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam
menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan asumsi saja;

2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan;

3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi
Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya
memasang tanah batas tanahnya;

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti
kepemilikan tanah.
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kel

TRANSKRIP WAWANCARA

: NK (Lurah Kasongan Baru)

: 14 Oktober 2019

: IMPLEMENTAS] PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP D
KELURAHAN KASONGAN BARU

B Pertanyaan Wawancara

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak terhadup latar belakang pelaksanaan
Pendafiran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)

Informan | PTSL merupakan kegiatan pendataan bidang tanah dan sertipikasi
bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional
terhadap semua bidang tanah yang ada pada suatu desa/kelurahan.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek
pelaksanaannya saat ini ?

Informan | Dalam pelaksanaan PTSL perlu ditinghatkan Sosialisasi kepada
masyarakat pemilik tanah, selain itu koordinasi harus terus
ditingkatkan antara pihak BPN, Desa/Kelurahan, penegak hukum,
dan Pemerintah Kabupaten.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak pclaksanaan PTSL dari  asfek
Sasarannya ?

Informan | Diharapkan dengan dilaksonakannya PTSL sengkete tanah dapat
diminimalisir, dan dapat tersedianya data bidang tanah secara
lenghap, yang nantinya bisa digunakan sebagai date pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akurat

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Penentuan Lokasinya ?

Informan | Batas desa/kelurahan harus jelas dilapangan, walaupun batas
tersebut belum definitive, |

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Obyek PTSL itu sendiri

Informan | Bidang tanah yang akan diukur harus bersih, jelas, dan sudah
dipasang patok tanda batas.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Subyek atau Peserta PTSL

Informan | Pemilik tanah atau kuasanya wajib hadir saat pengukuran
dilapangan dan menyerahkan berkas-berkas kepemilikan tanahnya.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pelaksana PTSL?

Informan | Melibatkan rokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan

engukuran bidang tanah dan pengumpulan berkas.

Peneliti | Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari
asfek/faktor Pembiayaan PTSL

Informan | Pembiayaan PTSL berdasarkan Peraturan Bupati Katingan No. 20
Tahun 2018.
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Peneliti | Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru
Informan | I. Kurangnya pemahaman masyarakaf tentang Pendaftaran Tanah

Sistematis Lenghap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat
menganggap Produk dari Perdaftaran Tarah Sistematis Lengkap
(PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah;

2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya
pemilik tanah yang berdomisili diluar lokasi letak tanah;

3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Perolehan Hak (PPh).
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